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PERATURAN BUPATI NO.17 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN UMUM
SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang bebas korupsi, adil dan transparan
diperlukan penanganan dan tindakan yang tepat,
cepat dan bertanggung jawab atas pengaduan
masyarakat dan Aparatur Sipil Negara terhadap
dugaan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan
pemerintahan;

- dasar hukum: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150); Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846); Peraturan Pemerintah Nomor
68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran
Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3866); Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang
Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat
Bagi Instansi Pemerintah;

CATATAN : | Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan 15 Mei 2019 dan ditetapkan 15 Mei 2019







